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  ABSTRAK 

 

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Tujuan utama pekerja dalam bekerja yaitu untuk 

memperoleh penghasilan berupa upah sebagai imbalan atas hasil dari tenaga dan 

pikiran yang dikeluarkan. Upah tersebut merupakan salah satu faktor utama dari suatu 

perjanjian kerja, karena upah merupakan tujuan penting bagi pekerja guna menunjang 

kesejahteraan hidup bersama dengan keluarganya. Keterlambatan dalam pembayaran 

upah kepada pekerja/buruh merupakan hal yang sering terjadi pada perusahaan 

ataupun bentuk usaha kecil maupun besar. Pelaksanaan perjanjian kerja secara tidak 

tertulis menimbulkan hambatan dan kesulitan bagi pekerja/buruh untuk melaporkan 

dan menyelesaikan permasalahan mengenai keterlambatan pembayaran upah kepada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oleh karena itu, permasalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja tanpa 

perjanjian kerja tertulis atas keterlambatan pembayaran upah/gaji (studi kasus di 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian 

dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber data utama. Jenis penelitian ini 

dalam memperoleh data menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

melalui wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, observasi, dan penelitian 

kepustakaan (library research) yang memanfaatkan bahan-bahan dari koleksi 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan utama. Penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif analitik, karena 

bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan 

objek yang diteliti. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan hukum 

yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pekerja/buruh 

tanpa perjanjian kerja tertulis yaitu status hukum, hak-hak dan kewajibannya adalah 

sama dengan yang dimiliki pekerja/buruh dengan perjanjian kerja tertulis sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, upaya yang dilakukan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi hak-hak yang 

dimiliki pekerja/buruh tanpa perjanjian kerja tertulis jika mengalami keterlambatan 

dalam pemberian upah/gaji oleh pengusaha, yaitu diberikan teguran dan akan 

diberikan sanksi administratif. 

 

Kata kunci: Perlindungan hukum, perjanjian kerja tidak tertulis, upah.  
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ABSTRACT 

  

Worker/labor is any person who works by receiving wages or other forms of 

remuneration. The main purpose of workers in work is to earn income in the form of 

wages as a reward for the results of the energy and thoughts expended. The wage is 

one of the main factors of an employment agreement, because wages are an 

important goal for workers to support the welfare of living together with their 

families. Delays in payment of wages to workers/ laborers are common in companies 

or small and large business forms.implementation of unwritten work agreements 

creates obstacles and difficulties for workers/laborers to report and resolve problems 

regarding late payment of wages to the Manpower and Transmigration. Therefore, 

the problem that will be discussed in this thesis is regarding legal protection for 

workers without a written work agreement for late payment of wages/salaries (a case 

study at the Department of Manpower and Transmigration of the Special Region of 

Yogyakarta).  

The type of research used is empirical research, namely research with data in 

the field as the main data source. This type of research in obtaining data usesfield 

research, namely through interviews with Industrial Relations Mediator at the 

Department of Manpower and Transmigration of the Special Region of Yogyakarta, 

observation, andlibrary researchthat utilizes materials from library collections 

related with the main problem. The research conducted in this legal research is 

analytical descriptive, because it intends to clearly describe various things related to 

the object under study. 

The results of the study conclude that: First, the form of legal protection 

provided by the Office of Manpower and Transmigration to workers/laborers without 

a written work agreement, namely their legal status, rights and obligations are the 

same as those of the worker/laborer with a written work agreement in accordance 

with the regulations. legislation. Second, the efforts made by the Department of 

Manpower and Transmigration of the Special Region of Yogyakarta to protect the 

rights of workers/laborers without a written work agreement if there is a delay in the 

provision of wages/salaries by the entrepreneur, which is given a warning and will be 

given administrative sanctions. 

  

Keywords: Legal protection, unwritten work agreement, wages.  
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang A.

Pekerjaan merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam kehidupan 

manusia selain kebutuhan psikis dan biologis. Setiap manusia yang hidup di 

muka bumi ini pasti memerlukan pekerjaan untuk menghasilkan uang guna 

memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Salah satu manfaat 

seseorang yang melakukan pekerjaan yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan 

dalam hidupnya.  

Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat 

disebut dengan tenaga kerja. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang 

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.1 Terdapat 

perbedaan dari keduanya antara tenaga kerja dengan pekerja/buruh. Tenaga kerja 

merupakan mereka yang memiliki potensi untuk bekerja baik mereka yang sudah 

atau sedang melakukan pekerjaan maupun yang belum bekerja, sedangkan 

pekerja/buruh adalah mereka yang sudah atau sedang melakukan pekerjaan 

dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.2 

                                                           
1
 Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

2
 Koesparmono Irsan dan Armansyah, Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar, (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2016),  hlm. 27. 
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Tujuan utama pekerja dalam bekerja yaitu untuk memperoleh 

penghasilan berupa upah sebagai imbalan atas hasil dari tenaga dan pikiran yang 

dikeluarkan. Upah tersebut merupakan salah satu faktor utama dari suatu 

perjanjian kerja, karena upah merupakan tujuan penting bagi pekerja guna 

menunjang kesejahteraan hidup bersama dengan keluarganya.3 Dalam bekerja 

untuk memperoleh penghasilan tersebut tentunya seseorang akan memerlukan 

bantuan dari orang lain dalam hal saling tolong menolong untuk memberikan 

sesuatu apa yang dimiliki dan menerima sesuatu yang diperlukan dari orang lain. 

Hal ini dapat berarti bahwa pekerja memberikan tenaga dan pikirannya untuk 

bekerja kepada pengusaha untuk mendapatkan uang, sedangkan pengusaha 

memberikan upah kepada pekerja dan mendapatkan hasil dari tenaga dan pikiran 

yang telah diberikan.  

Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja 

telah menetapkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar yang 

dimiliki oleh pekerja dan untuk menjamin perlakuan yang sama pada semua 

pihak tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun demi mewujudkan 

kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlindungan terhadap pekerja juga 

terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap 

                                                           
3
 Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet II, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti), hlm. 213. 
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orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja”.4 

Hubungan kerja pada prinsipnya merupakan hubungan antara pekerja dan 

pengusaha setelah adanya kesepakatan antara keduanya yang dituangkan dalam 

perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan awal dimulainya suatu hubungan 

kerja yang dibuat atas pernyataan persetujuan antara pekerja dengan pengusaha. 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian mengenai 

perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, 

mengkikatkan diri untuk bekerja pada pihak si majikan, selama waktu tertentu 

akan menerima upah. Perjanjian kerja dapat dilakukan secara lisan maupun 

tertulis, hal ini tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

Perjanjian kerja dalam bentuk lisan maupun tertulis harus memenuhi 

syarat-syarat sahnya suatu perjanjian baik secara subjektif maupun secara 

objektif. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibuat 

atas dasar: (1) Kesepakatan kedua belah pihak; (2) Kemampuan atau kecakapan 

melakukan perbuatan hukum; (3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan (4) 

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

                                                           
4
 Pasal 28 D ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945. 
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kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.5 Apabila pekerja 

dan pengusaha dalam mengadakan perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat 

tersebut artinya mereka telah mengikatkan dirinya antara yang satu dengan yang 

lainnya, konsekuensi dari hal tersebut adalah pekerja dan pengusaha harus 

mentaati perjanjian yang telah mereka buat dengan menjalankan kewajibannya 

maka harus bertanggungjawab.6  

Perjanjian kerja tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari para 

pihak karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yaitu adanya unsur 

pekerjaan, unsur perintah, dan unsur upah. Adanya unsur upah tersebut menjadi 

unsur yang paling penting dalam hubungan kerja, karena mendapatkan upah 

merupakan tujuan utama orang yang bekerja pada pemilik kerja. Sehingga jika 

tidak ada unsur upah sebelumnya, maka suatu hubungan tersebut bukan termasuk 

hubungan kerja.7 Dalam perjanjian kerja sudah sepatutnya para pihak 

menjalankan perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan isi yang 

telah disepakati di dalam perjanjian kerja sehingga tidak merugikan pihak yang 

lain. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dengan tidak mematuhi 

perjanjian tersebut maka dapat terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang kerap 

terjadi dalam suatu perjanjian kerja yaitu mengenai keterlambatan dalam 

pembayaran upah/gaji oleh pengusaha kepada pekerja.  

                                                           
5
 Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

6
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 

hlm. 42. 
7
 Aries Harianto, Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja, 

(Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 210. 
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Keterlambatan dalam pembayaran upah kepada pekerja merupakan hal 

yang sering terjadi pada perusahaan ataupun bentuk usaha kecil maupun besar. 

Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi pada sebuah usaha waralaba yang 

bergerak di bidang kuliner yang bertempat di Kota Yogyakarta. Pada usaha 

tersebut perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja dengan pengusaha tidak 

dilakukan secara tertulis, namun perjanjian kerja yang dilakukan hanya secara 

lisan yang dibuat sepihak oleh pengusaha dan harus disepakati oleh kedua belah 

pihak. Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan bahwasanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha 

dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.8 Dalam perjalanan 

pelaksanaan usaha tersebut terdapat permasalahan mengenai upah pekerja, 

dimana pengusaha terlambat memberikan upah kepada pekerja, hingga mayoritas 

pekerja memilih untuk mengundurkan diri atau keluar dari pekerjaan tersebut 

dengan tanggungan pengusaha yang belum melunasi pembayaran upah pekerja. 

Dalam kurun waktu 7 bulan setelah pekerja keluar dari pekerjaan tersebut, 

pengusaha belum juga melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran 

upah tersebut. Hingga pada akhirnya beberapa mantan pekerja memutuskan 

untuk melapor dan meminta bantuan kepada Dinas Ketenagakerjaan. Namun, 

langkah untuk melaporkan dan menyelesaikan permasalahan mengenai 

keterlambatan pembayaran upah tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan 

                                                           
8
 Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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Transmigrasi mengalami hambatan dan kesulitan dikarenakan tidak adanya 

perjanjian kerja yang dilakukan secara tertulis antara pekerja dengan pengusaha.  

Adanya permasalahan inilah yang menjadikan perlunya kejelasan 

menganai perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya yang bekerja tanpa 

adanya perjanjian tertulis di awal. Terlebih jika terjadi permasalahan mengenai 

pengupahan, pengusaha wajib memberikan upah secara teratur kepada 

pekerjanya sejak terjadinya hubungan kerja hingga berakhirnya hubungan kerja. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Perlindungan 

Hukum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Terhadap Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Atas 

Keterlambatan Pembayaran Gaji”. 

 Rumusan Masalah B.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja tanpa perjanjian kerja 

tertulis dalam studi kasus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Apa upaya yang diberikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjamin pekerja tanpa perjanjian kerja 

tertulis atas keterlambatan gaji?  
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 Tujuan Penelitian C.

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap 

pekerja tanpa perjanjian kerja tertulis tertulis dalam studi kasus pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  

b. Untuk mengetahui upaya yang diberikan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjamin 

pekerja tanpa perjanjian kerja tertulis atas keterlambatan gaji 

 Kegunaan Penelitian  D.

1. Secara Teoritis 

Penulis berharap nantinya penelitian ini dapat berguna untuk memberikan 

masukan dan sumbangan pikiran dibidang ilmu hukum, dan juga menambah 

referensi dalam penelitian pada masa yang akan datang berkaitan dengan 

upaya perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja tanpa perjanjian 

kerja tertulis. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar S1 bidang 

Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

b. Untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 
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upaya menyelesaikan keterlambatan gaji terhadap pekerja tanpa 

perjanjian kerja tertulis 

 Telaah Pustaka E.

Telaah pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian 

yaitu berupa kajian terhadap hasil penelitian terdahulu membahas subjek yang 

sama dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian telah dilakukan 

terhadap subjek pembahasan. Dalam penelitian yang dilakukan terlebih dahulu, 

terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum tenaga 

kerja tanpa perjanjian tertulis, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yakni penelitian ini lebih di fokuskan mengenai keterlambatan 

pembayaran gaji terhadap tenaga kerja tanpa perjanjian kerja tertulis dan peran 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dalam menyelesaikan keterlambatan gaji terhadap pekerja tanpa perjanjian kerja 

tertulis. Penulis dalam hal ini memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan 

dengan judul, yaitu sebagai berikut: 

Telaah pustaka pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Valentino Jake 

Setyawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Hak Pekerja Tanpa Kontrak Tertulis 

dalam Usaha Mikro Kecil Menengah di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta”. 

Skripsi ini membahas mengenai hak hak pekerja yang dalam perjanjian kerjanya 



9 
 

 

dilakukan tanpa kontrak tertulis dan hambatan pemenuhan hak hak pekerja sektor 

informal di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta.9 

Telaah pustaka kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Annisa Suci Az 

zahro Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh yang Bekerja Tidak 

Berdasarkan Perjanjian Tertulis”. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan 

hukum bagi buruh/pekerja yang membuat perjanjian kerja secara lisan.10 

Telaah pustaka ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Elvin Chaedar 

Alwasillah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul 

“Peran Dinas Soisial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro 

dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. Skripsi ini membahas 

mengenai peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Metro dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan faktor faktor 

penghambat peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kota Metro dalam penyelesaian perselihan hubungan industrial.11 

Telaah pustaka keempat yaitu jurnal yang ditulis oleh Putu Aristia 

Anggara Putera dan I Made Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Udayana 

                                                           
9
 Valentino Jake Setyawan, “Perlindungan Hukum Hak Hak Pekerja Tanpa Kontrak Tertulis 

dalam Usaha Mikro Kecil Menengah di Kampoeng Batik Laweyan Surakarta”, skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (2017). 
10

 Annisa Suci Az zahro, “Perlindungan Hukum Terhadap Buruh yang Bekerja Tidak 

Berdasarkan Perjanjian Tertulis”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 

(2019). 
11

 Elvin Chaedar Alwasillah, “Peran Dinas Soisial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Metro dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Lampung (2017)  
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dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Petik Kelapa yang 

Bekerja pada Pengusaha Kopra Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis (Studi di Desa 

Ambyarsari, Kabupaten Jembrana)”. Jurnal ini membahas mengenai konsekuensi 

yang timbul dalam hubungan kerja tanpa perjanjian kerja tertulis antara buruh 

petik kelapa dengan pengusaha kopra dan tanggungjawab pengusaha kopra jika 

terjadi kecelakaan kerja terhadap buruh petik kelapa yang bekerja tanpa 

perjanjian kerja tertulis.12 

 Kerangka Teoritik F.

Kerangka teoritik dan landasan dasar merupakan syarat yang penting 

dalam sebuah penelitian hukum yang mencakup konsep atau definisi opersionil13. 

Definisi tersebut disusun berdasarkan sumber pada peraturan perundang-

undangan atau dapat juga berdasarkan pada sumber-sumber yang terdapat di luar 

peraturan perundang-undangan. 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Satjipto Raharjo megemukakan megenai perlindungan hukum yaitu 

sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk 

                                                           
12

 Putu Aristia Anggara Putera dan I Made, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh 

Petik Kelapa yang Bekerja pada Pengusaha Kopra Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis (Studi di Desa 

Ambyarsari, Kabupaten Jembrana)”, E-Journal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 2 (2018) 
13

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, Universitas Indonesia, (Jakarta: 

1986), hlm.133.  
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bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.14 Sedangkan menurut C.S.T. 

Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik 

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun.15 

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terbagi kedalam 2 

hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.16 

Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan hukum yang mengarahkan 

tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. 

Sedangkan perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum yang 

memiliki tujuan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa.   

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja memiliki pengertian yang 

terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 

memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan memiliki 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya 

diskriminasi dalam bentuk apapun.17 Undang-undang tersebut juga 

memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk memberikan hak dan 

                                                           
14

 Satjipto Raharjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 

121. 
15

 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1989), hlm.102. 
16

 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia”, (Surabaya: Bina Ilma, 

1987), hlm. 117. 
17

 Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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kewajiban terhadap tenaga kerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, 

agama, warna kulit, dan aliran politik. 18  

Tujuan dari adanya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yaitu 

untuk menjamin hak-hak dasar yang dimiliki tenaga kerja dan untuk 

menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminatif untuk mewujudkan 

kesejahteraan terhadap tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan usaha. 

Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diantaranya berkaitan 

dengan waktu kerja, sistem pengupahan yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, kewajiban sosial kemasyarakatan dan memelihara moril 

kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta perlakuan yang sesuai 

dengan martabat dan moril manusia.19 

2. Teori Perjanjian  

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan pengertian 

mengenai perjanjian yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih yang 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  Menurut M. Yahya 

Harahap definisi perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara 

dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk 

                                                           
18

 Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
19

 Soepomo dalam Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia 

Bandung, 2013), hlm. 263. 
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memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

melaksanakan prestasi. 20 

Perjanjian dapat melahirkan suatu hubungan hukum antara dua pihak 

yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya 

atas suatu prestasi. Suatu perjanjian dapat menjadi hubungan hukum apabila 

memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya para pihak yang melakukan 

perjanjian, adanya kesepakatan, adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya hak 

dan kewajiban yang akan dilaksanakan, adanya bentuk tertentu dan terdapat 

syarat-syarat tertentu. 

Perjanjian menurut bentuknya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu 

perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis 

adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. 

Sedangkan perjanjian tidak tertulis merupakan kesepakatan yang dibuat oleh 

para pihak hanya melalui lisan saja. Selain kedua bentuk perjanjian tersebut, 

terdapat juga perjanjian dalam bentuk lain yaitu perjanjian standar contohnya 

perjanjian yang berbentuk formulir.21 

3. Teori Hubungan Industrial Pancasila 

Hubungan Industrial menurut Sendjun H. Manulang adalah sistem 

hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang 

dan/atau jasa (pekerja/ buruh, pengusaha dan pemerintah) yang didasarkan 

                                                           
20

 Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2006), hlm. 1. 
21

 Salim H.S., Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.19.   
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atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang 

diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia22. Sedangkan 

menurut H. Zainal Asikin Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang 

terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa 

(pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai 

yang merupakan manifestasi dari keseluruhan silasila dari Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas 

kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.23  

Hubungan Industrial terbentuk dengan mengacu pada landasan 

falsafah setiap bangsa dan negara, karena setiap bangsa dan negara 

mempunyai falsafah yang berbeda maka sistem hubungan industrialnya pun 

berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Indonesia dengan Pancasila 

sebagai falsafah bangsa dan negara, hubungan industrialpun mengacu pada 

Pancasila, karenanya hubungan industrial di Indonesia lebih dikenal dengan 

nama Hubungan Industrial Pancasila.24 

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk 

antara pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari 

                                                           
22

 Sendjun H. Manulang, “Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1987), hlm. 145. 
23

 H. Zainal Asikin dkk., “Dasar-Dasar Hukum Perburuhan”, (Jakarta: PT RadjaGrafindo 

Persada, 1993), hlm. 238. 
24

 Imam Soepomo, “Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja”, (Jakarta: Penerbit 

Jambatan, 1975), hlm. 6. 
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unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-

nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat terlihat bahwa di Indonesia 

menggunakan prinsip Hubungan Industrial Pancasila yang dapat diartikan 

bahwa segala perselisihan mengenai hubungan industrial harus diselesaikan 

menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pnasila serta Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Metode Penelitian G.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu 

penelitian dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber data utama. 

Jenis penelitian ini dalam memperoleh data menggunakan penelitian lapangan 

(field research) yaitu dengan wawancara, observasi, dan penelitian 

kepustakaan (library research) yang memanfaatkan bahan-bahan dari koleksi 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan utama. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat 

deskriptif analitik, yang bermaksud untuk mengambarkan secara jelas 

mengenai berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti25, yaitu 

                                                           
25

  Bambang Waluyo, Penulisan Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 

15. 
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perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tanpa perjanjian kerja tertulis atas 

keterlambatan pembayaran gaji. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat sesuatu pada kenyataan hukum 

di masyarakat.26 Dalam penelitian ini penulis memadukan data primer yang 

diperoleh dari narasumber dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal 

hukum, peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainya. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama27. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Meinarto Dwi Kurniawan 

selaku Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut 

dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak 

lain.28 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-

                                                           
26

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105. 
27

 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011), hlm. 42. 
28

 Ibid. 
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buku, skripsi, tesis, jurnal penelitian hukum, peraturan perundang-

undangan, dan hasil penelitian lainya yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-

teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan 

tersebut antara lain dapat berupa:29 

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat, terdiri dari Peraturan Perundangan-undangan dan 

Perjanjian  

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku, karya ilmiah para 

sarjana, dan jurnal ilmiah 

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya 

jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan 

                                                           
29

 Salsabila Nadhifa, “Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Driver Transportasi Online Dengan 

Perusahaan Go-Jek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait Dengan Suspend”,  Diponegoro 

Law Journal , Volume 8, Nomor 2, (Tahun 2019), hlm.1480 
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dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pihak yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pihak yang 

memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut30. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam 

penelitian ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh segala hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2) Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data primer dan 

juga untuk mencari data-data lainnya yang sifatnya penting. Studi pustaka 

juga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis hasil dari data yang 

diperoleh dari wawancara sebagai sumber primer. 

6. Analisis Data 

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan dan dianggap sudah 

cukup memenuhi, kemudian data tersebut dianalisis oleh penulis secara kritis. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan secara detail tentang 

situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu,
31

 dengan metode 

                                                           
30

 Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 

hlm. 138 
31

 A. Muri Yusuf, Metode Peneitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Prenadamedia Group,2014), hlm. 330. 
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berfikir deduktif yaitu pemaparan dari hal-hal umum ke khusus dan mengacu 

pada data di lapangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. 

 Sistematika Pembahasan H.

Sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis untuk memberikan 

gambaran penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab yang 

berhubungan, berikut gambaran pembahasan dalam penelitian ini: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

(menjelaskan alasan akademis penulis meneliti tentang judul penelitian), rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi mengenai kerangka teori dengan memberikan tinjauan 

umum atau landasan teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembahsan penelitian. Sub bab pertama 

yaitu tentang perlindungan hukum. Sub bab kedua mengenai tinjauan umum 

ketengakerjaan. Sub bab ketiga mengenai perjanjian kerja. Dan sub bab keempat 

membahas mengenai tinjauan umum tentang upah/gaji. 

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi sejarah singkat Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Struktur, tugas dan 

fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Bab keempat berisi pembahasan yang menjadi permasalahan pokok dalam 

penelitian ini. Dalam bab ini akan di uraikan mengenai perlindungan hukum 
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terhadap pekerja tanpa perjanjian kerja tertulis dalam studi kasus pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya 

yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagai upaya menjamin pekerja tanpa perjanjian kerja 

tertulis atas keterlambatan gaji. 

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran yang 

didasarkan pada hasil dari keseluruhan penelitian.  
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  BAB V 

PENUTUP 

 Kesimpulan A.

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pekerja tanpa 

perjanjian kerja tertulis yaitu bahwa status hukum, hak-hak dan kewajibannya 

adalah sama dengan yang dimiliki pekerja/buruh dengan perjanjian kerja 

tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pelaksanaan 

perjanjian kerja yang dilakukan secara tidak tertulis dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum yang memberikan jaminan terhadap hak-hak pekerja, 

karena dalam perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis tidak mengatur hak 

dan kewajiban para pihak secara jelas, selain itu juga dapat menyulitkan bagi 

pihak pekerja dalam membuktikan adanya hubungan kerja dengan pengusaha 

jika terjadi suatu peristiwa hukum dan dapat disangkal oleh pihak pengusaha. 

2. Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk melindungi hak-hak yang dimiliki pekerja/buruh 

tanpa perjanjian kerja tertulis jika mengalami keterlambatan dalam 

pemberian upah/gaji oleh pengusaha, yaitu melakukan investigasi terhadap 

perusahaan atau pengusaha yang dilaporkan mengalami masalah mengenai 

terlambat dalam pembayaran upah/gaji. Jika hasil investigasi tersebut berhasil 

terbukti maka akan diberikan teguran dan diberikan sanksi administratif 

berupa Nota Pemeriksaan 1, Nota Pemeriksaan 2, dan Nota Pemeriksaan 3. 
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 Saran B.

1. Bagi pekerja/buruh dan pengusaha, disarankan dalam pelaksanaan perjanjian 

kerja untuk mengutamakan menggunakan perjanjian kerja secara tertulis agar 

mendapatkan kepastian hukum secara jelas untuk menjamin hak-hak dan 

kewajiban yang dimiliki oleh para pihak. Pembayaran upah/gaji oleh 

pengusaha harus dilakukan tepat waktu sesuai waktu yang telah disepakati 

dalam perjanjian kerja untuk menjamin kesejahteraan dari pekerja/buruh. 

2. Bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap 

perusahaan-perusahaan atau pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh 

baik di sektor formal maupun informal yang berada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta supaya hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja 

dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya diskriminasi.  
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